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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

pERA’I‘URAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR \0©0 TAHUN 2021
TENTANG

RAKAN DAYA SADAR ARSIP (BUDARSIP)
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

untuk mewujudkan

palwa, - dalam, o (URSYE
kearsipan yang terpadu dan mampu

birokrasi, maka diperlukan
lenggaraan kearsipan di

3 a.
lenirrlbang i penyelenggaraan

mendukung reformasi
pemngkatan mutu penye

Kabupaten purwakarta;

melaksanakan peningkatan —mutu
sebagaimana dimaksud
gun tata

)

untuk
an kearsipan
maka perlu untuk memban

bersih, efektif, demokratis,
dan transparan . dengan
yang baik melalui

b. bahwa
penyelenggara
dalam huruf a,
kelola pemerintahan yang
terpercaya, akuntabel
membudayakan pengelolaan arsip

gerakan budaya sadar arsip ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menet

Bupati tentang Gerakan Budaya Sadar Arsip

Peraturan
(Budarsip) di Kabupaten Purwakarta.

(6) Undang-Undang Dasar Negara

sebagaimana
apkan

satu

1. Pasal 18 ayat

lengingat
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Mok
or

Pembentukan  Daergp, : 14 1,

~Laerah

lingkungan Propins;j Dlaws . KabUpm
. ’ ar
Republik Indonesia Tahun 1950) at (Berita N
Sebagm egara
Mang
telah

diubah dengan Unda‘ng'Undang N
tentang Pembentukan Kabupatep 4 Tabin 1968
Kabupaten Subang dengan mengubahpl:,m g
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben:ldang-undang

daerah Kabupaten dalam lingkungan Pr:a.“ Paerah_

Barat (Lembaran Negara Republik lndonI::: Djawa,
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negarg Re’;i}:ii!l‘c

[ndonesia Nomor 2851);

% Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2009 teptay
Kearsipar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahug
n

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);
23 Tahun 2014 tentang

(Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor

an Daerah
ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

[ndonesia T
publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Negara Re
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

ublik Indonesia Nomor 5679),
30 Tahun 2014 tentang

pemerintah

[ndonesi
Negara Rep

Undang-Undang Nomor
ministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Ad
sia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Indone
Negara Re
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahu
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tah
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

publik Indonesia Nomor 5601);
n 2012 tentang

un 2009

Republik Indonesia Nomor 5286);



7. Peraturan Ppe
mery
Perangkat Daera;ntah Nomgy 8 7
Tah (Lembaran N ahyp 2
anun 2016 NOmOI‘ 114) esara Re 016 ten
Ing

Peraturan Kepala
Arsip Naa
aSlOn

8.
Nomor 7 Tah al
: : un 2017 tentang qe Republik Ini
Tertib Arsip; rak . Conesjy
asxgnm S
adar
0. Peraturan Daerah Kabupaten =
Twa
Tahun 2016 tentang Pembentukag, Nomor o
penyelenggara  pemerintahan  gger. : 5 S“s“nan
a
Kaby
paten

rwakarta (Lembaran D
Pu aerah Kabupatep Py
Tahun 2016 Nomor 9); TWakarg
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarts &
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Komor 6
earsi
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwal L S;pan
n 2020

Nomor 6);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 116 Tahun s

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi certa Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
takaan Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah

perpus
Kabupaten purwakarta Tahun 2020 Nomor 22).

11.

MEMUTUSKAN:
. pERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BUDAYA SADAR

aesP®" " oo1p (BUDARSIP) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.



10.

Penyelenggar )

ggeara PemGNntRhan
pembantu  Bupati gq
intah AN penyelony. - Lah
pemerinianan yang menjaqj ey, “NEgaraay

g en u

Lembaga Kearsipan Daerap i angan dasray, Tusan
iadi LKD adal i Selanjy :
mer)J ah Dinas Kearsipay d tnya disingyq,

Kabupaten Purwakarta. an PerDustalcany
perangkat Daerah yang selanjutnya disingky,

unsur pemCa Bupati dalam Denyelenggart s adalah
pemerintahan yang menjadi kewenangan daer:;n Urusan
Badan Usaha Milik Daerah ysng ot .di .
puMD adalah badan usaha yang seluruh atay s::;gl_(at
sar modalnya dimiliki oleh Daerah. glan

be
desa dan desa ad
Desa adalah at atau yang disepyg

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, agalap
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki et
wilayah yang perwenang untuk mengatur dan mengurys

yrusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan
dan/atau ha
dalam sistem
Indonesia.

Organisasi Kema
Ormas adalah org
masyarakat warga Ne

sukarela atas dasar kes
dan kepercayaan terha

prakarsa masyarakat, hak asal usul
k tradisional yang diakui dan dihormati
pemerintahan Negara Kesatuan Republik

syarakatan yang selanjutnya disingkat
anisasi yang dibentuk oleh anggota
gara Republik Indonesia secara
amaan kegiatan, profesi, fungsi,
dap Tuhan Yang Maha

agama,
Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dan wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

pancasila.
Organisasi Politik yang selanjutnya disingkat Orpol
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia.

‘——A



11

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

perseorangan adalah
Warga
Ne

al  indivi Barg
sebag du  pernap atay Indoney, y
lng

" ™ sed
abatan, posisi tertenty ¢ =
J alam suaty endugy
em“-inmhan

organisasi Politik, dan Organisag; o
Gerakan Budaya Sadar Arsip yang se“]‘&!yarelman.
anju

Gerakan Budarsip adalah uPaya untuy thya di‘ingkat

meningl‘&tkgn

kesadaran Lembaga Kearsipan De
€rah
dan

penyelenggafa pemerintahan daerah di Lin
pemeﬁntah Kabupaten Purwakarta, Bump ngungan
I P » VIganigqg;
politik,  Organisasi Kemasyarakatan, Degq d:
Perseorangan dalam mewujudkan Penyelenggary
ik melalui i
‘ yang baik melalui bert?agax aspek kebija) ,
organisash sumber dfaya kearsipan, prasarana dan
sarand, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan
Kearsipan adalah hal-hal yan'g berkenaan dengan arsip,
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
perbagai pentuk dan media sesuai dengan perkembangan
tekHOIOgi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
pemerintahan daerah,

eh lembaga negara,
usahaan, organisasi politik,

Kkearsipan

diterima ol
lembaga pendidikan, per

a5l kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

organis
syarakat, berbangsa dan

pelaksanaan kehidupan bema

pernegara- ; ;
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan

selama jangka waktu tertentu.
Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya

tinggi dan /atal terus menerus. -
Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya

telah menurun.
tal adalah arsip yang keberadaannya merupakan
tan dasar bagi kelangsungan operasional

tidak dapat diperbaharui, dan tidak

Arsip Vi
persyara
pencipta arsip,
tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak tidak

langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia



dan/atau Lembaga Kearsipan,
20. Arsip Terjaga adalah arsip Negara
Yan

Keberadaan dan kelangsungan hiqy,
p

harus dijaga  keutuhan

8 berkaltan denm

bangg, dan N

yang ke €gara

yeselamatannya. AMmanan
nsi Arsi .

al Rete 1Ip yang Selanjumya disin

aftar yang berisi sekurang-

dan

21, Jad¥ o
t
ada]ah d kurangnyg oA
impanan atau o Y& jangka
waktu penylmp retensi jenis al‘sip
keteraﬂga" yang berisi rekomendasi tentang Pen;tadan
Pan

suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembay =5
» atau

gipermanenkan Yan dipergunakan sebagai pedomap
peny usutan dan penyelamatan arsip.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi gj
pidang keaISiPaJ'l yang diperoleh melalui pendidikan
= al dan /atau pendidikan dan pelatihan kearsipan
sorta mempunyR! fungsi, tugas, dan tanggung jawab
nelak sanakan kegiatan kearsipan.

Pengelola Arsip adalah pegawal negeri sipil yang

melaksanakan
ensi teknis di bidang
dalah unit kerja pada pencipta arsip

dalam penyelenggaraan

22

23. kegiatan pengelolaan arsip dan memiliki

pengelolaan arsip.

s, Uit Kearsipa? ®

jang mempun}’aj fungsi

Kkearsipai:

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
p merupakan gerakan yang menj
gkat Daerah, BUMD, Organisasi Politik,
Desa, dan Perseorangan dalam

adi acuan

Gerakan Budarsi
pagi LKD, Peran

Organisasi Kemasyarakatan,
melaksanakan gerakan tertib arsip di Kabupaten
purwakarta
Pasal 3
Tujuan dari Gerakan Budarsip antara lain untuk :
a. Menyusun kebijakan kearsipan secara

berkesinambungan pada LKD, Perangkat Daerah, Ormas,

Orpol dan Desa termasuk pada pelaksanaannya,



Membentuk organisasj kearsipg;
! pad
[)nf‘"ah‘ BUMD dan Desa g 4 A LKp, ""'ﬂuk
= am nt
as dan fungsi secara efisien day, P Pu m('nj.l.nk‘n
ektif; .

tug
elola sumber daya
5 Meng ya manusig ""“flipan
optimal; Secarg
Me ngelola prasarana dan sarana kears;
r kearsipan; Pan - segua

d.
gjengan standa

sanakan pengelolaan arsip se
Melak . d carakomprehensgjs
f Menyediakan dan menggunakan dana kearsipan secary
. efektif dan efisien pada LKD, Perangkat Daerah dan Desa

BAB II
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 4

: LKD’ per angkat Daerah, BUMD dan Desa untuk
mewujudkan akuntabilitas dan good governance dalam
penyelenggar aan pemerintahary;
peningkatan kapasitas dan kompetensi
earsipan pada LKD, Perangkat Daerah, BUMD, Orpol,

ormas dan Desa; dan

peningkatan partisipasi BUMD, Orpol, Ormas, Desa dan

arakat dalam pengelolaan, penyelamatan arsip, dan
yang mendukung perilaku

sumber daya

masy
pengawasan tata kelola arsip
sadar dan tertib arsip.

Pasal 5
gasaran Gerakan Budarsip meliputi tertib kebijakan
kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya
manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana kearsipan,
tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan.




Bagian Kesaty,
Tertib Kebijakan Kearip,
an

Pasal 6
(1) Terti? kebijakan kearsipan meliputi kewgjjpy,,
kebijﬂk‘m pengelolaan arsip dinamis o Penetapqy,
Kearsipan Daerah. Lembagy
2 penetapa“ k.eleakan pengelolaan arsip  gin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipyt; - —
o Tata Naskah Dinas;

5 Klas,'ﬁkasi arsip;
 gistem Klasifikasi Keamanan dan Akseg Arsip

pinamis; dan

4, Jadwal Retensi Arsip.
’ akan pengelolaan arsip dinamis sebagaimang

(3) Selain kebij :
dimaksud pada ayat (2), Kepala LKD juga perlu
menetapkal
pagi tatd kelo
juar penyelenggar a pe

peraturan bupati lainnya berupa pedoman
la arsip yang menunjang pada tertib
khususnya bagi pencipta arsip di
merintahan daerah.

Pasal 7
om rangka penetapar kebijakan pengelolaan arsip dinamis
aksud dalam Pasal 6, Bupati melalui LKD
melaksanakan program pembinaan, bimbingan, supervisi,
dan konsultasi percepatan penyusunan dan

aan kebijakan pengelolaan arsip dinamis pada

pemerintahan daerah.

Dal

fasilitasi
penyempum
penyelenggar a

Bagian Kedua
Tertib Organisasi Kearsipan

Pasal 8
(1) Tertib organisasi kearsipan meliputi ketersediaan unit

kearsipan dan sentral arsip aktif (Central File) pada

Penyelenggara pemerintahan daerah.
(2) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dibentuk pada setiap Perangkat Daerah, Desa, BUMD, dan
Organisasi Masyarakat/Politik.



Pasal g
Kearsipan pada Pemerintap D
aer

:c:jenjang yang terdiri atas : b d”"’"'uk se¢
Unit Kkearsipan I berada pada LKD;, B
- unit Kearsipan Il berada di Sekretarigy p

Desa, BUMD, dan Organisasi Masyﬁrakat:;:’l’iz‘;at Daerap,

Bagian Ketiga
Tertib Sumber Daya Manusig

Pasal 10
p sumber daya manusia kearsipan meliputi:

(1) Tert s
o, Tersedianya arsipars pada perangkat daerah pain
sedikit 1 (satu) orang; '

p. Tersedianya arsiparis pada kecamatan paling sedikit ]

(Satu) orang.
palam hal belum terdapat arsiparis pada perangkat daerah

ataul kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kegiatan kearsipan dapat dilaksanakan oleh pengelola

arsip sampai tersedianya arsiparis.
) Pe ngelolaan jumlah arsiparis sebagaimana dimaksud pada
dasarkan analisis beban kerja pada setiap unit

ayat (1) Der

kerja.

Pasal 11
gkatan arsiparis oleh pemerintah daerah sesuai dengan

pengan
am rangka mengoptimalkan gerakan

analisa beban kerja dal
Budarsip-

Pasal 12
(1) pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang
pengembangarn daya  manusia,  wajib
elenggarakan bimbingan teknis kearsipan sebagai

sumber

meny
upaya peningkatan kualitas arsiparis.

(2) Bimbingan teknis kearsipan sebagaimana dimaksud
ayat (1) disesuaikan dengan keperluan serta berpedoman
pada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pembina

pada

kearsipan dan/atau Bupati.



Bﬂgian Kecmpm

Tertib Prasarana dan Sarana g
tarsipan

Pasal 13

rtib prasarana dan sarana meliputi tersedi
lan

Te
) Ya ruangan

eralatan dan gedung.
(2) Tetib prasaran? dan sarana termasuk dalam pe
. n e '
angguEED DO RA AR Vot e g voluryn oty
€ arsip

dan kegunaannya.

Pasal 14
peny ediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip aktif
erdiri dari !
tral arsip aktif (central file) terdapat di setiap

5, Ruanga?l sel
gkat daerah, BUMD dan Desa sesuai dengan beban

peran
volume arsip yang dikelola; dan

Filling cabinet, folder, map gantung, agenda, kartu

p. Lemarl
Kartu disposisi, buku ekspedisi, sekat, computer

kendali’
dan aplikasi pengelolaan arsip.

Pasal 15

penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip in

aktif terdiri dari :
. Penyediaan ruangan sentral arsip inaktif (record center/
ah, BUMD dan Desa.

Depo) untuk perangkat daer
Penyediaan rak arsip/roll o’pack, boks arsip, folder, out
buku peminjaman arsip, guide, deskripsi,

indicator,
komputer dan aplikasi pengelolaan

sampl,ﬂ, daftar aI'SiP,

arsip inaktif.
Pasal 16

Penyediaan ruangan sentral arsip inaktif (record center)

sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, wajib dimiliki

oleh perangkat daerah, BUMD dan Desa.

Pasal 17
Ukuran dan besaran dari ruangan sentral arsip in aktif di
perangkat daerah, BUMD dan Desa disesuaikan dengan
volume arsip yang dikelola dan harus mentaati peraturan yang

berlaku,

N



Bagian Kelimg
Tertib Pengelolaan Arsj
p

Pasal 18
ortib pengelolaan arsip di Perap, gkat Dae

I
pol dan Desa meliputi : i BUMD. Ormag
or ,

Pembuatan daftar arsip dinamis;
pelaporan dan penyerahan salinan autentik
ar

: 8i ;
pelaksanaan penyusutan arsip sesuaj dengey P statig,

Prosedyr.,

Paragraf |
Pembuatan Daftar Arsip Dinamis

Pasal 19

pembuatan daftar arsip dinamis - sebagaimana qimgyg, g
dalam Pasall8 huruf a terdiri dari dua kategori yaiy, arsip

ymum dan arsip terjaga.

Pasal 20

(1) Daftar arsip umum terdiri dari daftar arsip aktif dan arsip
in aktif.

@ Daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh unit kearsipan setiap perangkat daerah,
BUMD dan Desa.

(3) Daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh unit kearsipan pada setiap Perangkat daerah,

BUMD dan Desa.

Pasal 21
(1) Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi

berkas.
(2) Daftar berkas paling sedikit memuat :

Unit Pengolah;

Nomor Berkas;

Kode Klasifikasi;

Uraian Informasi Berkas;
Kurun Waktu;

f. Jumlah; dan

8 Keterangan.

o

R e

o



i Berka
@ D % ’ mEkum"'—"‘kumngnv
™ Nomor berkas; va memm :

Nomor Item arsip;

Kode klasifikasi;

=

yraian Informasi arsip;
Tanggal;
Jumlah; dan

Keterangarn.

o o

o

.+ kerja menyampaik
@) Unt paikan daftar grgp

kearsipan paling lama 6 (enam) bylan setel::thkepélda o

Kegiatan. Pelaksanaan
Pasal 22
Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memua -
pencipta arsip; ‘
Unit pengolah;

gt

Nomor arsip;
Kode klasifikasi;
Uraian informasi arsip;

o o

Kurun Waktu;
Jumlah; dan
Keterangall.

5 @ - oo

Paragraf 2
Pelaksanaan Penyusutan Arsip Sesuai Prosedur

Pasal 23
(1) Pelaksanaan penyusutan arsip meliputi kegiatan :
a. Pemindahan arsip inaktif;
b. Pemusnahan arsip;

c. Penyerahan arsip statis.
(2) Pelaksanaan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat daerah, BUMD dan

Desa secara berkala berdasarkan JRA.

Pasal 24
(1) Pemindahan arsip inaktif pada Perangkat Daerah
dilakukan dari unit pengolah kepada unit kearsipan di



xungan Dinas yang b"““"gkmﬂ,
1

Jing .
ndahan  arsip  inakt
pemin iy ) ktif pada &
intahan daerah terdiri b n
)clﬂt’l“ dari : yc‘enmra

Arsip Inaktifl yang memiljk; reteng;
di
awah
10

. : : n
Kearsipan di lingkungan Perangkat g ahg°lah ke ynjt
rah-:
) da,n

. Arslp lnaktlf yang memiliki reteng; palin
(sepuluh) tahun dilakukan dari Perangkaf : 10
ael‘a_h ke

LKD.

. (Sepuluh) tahun dilakukan dq i
pe

Pasal 25

dan Perangkat Daerah wajib o
e

D
(1) K AR

pemusnahan arsip terhadap arsip yang .
Tidak memiliki nilai guna;

Telah habis  retensinya  dap
dimusnahkan berdasarkan JRA;

a.

b. berketerangan

Tidak ada peraturan pemndang'quangan
yang

melarang; dan
: i d .
4. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proges Sk
perkara.
@ pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud Pada aya "

dilakukan sesuai dengan prosedur pemusnahan e
yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
Pasal 26

perangkat Daerah, BUMD, Ormas, Orpol dan Desa waiib
melakukan penyerahan arsip statis ke LKD sesuai dengan

(1)

wilayah kewenangannya.
2 Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan terhadap arsip yang :

a. Memiliki nilai guna kesejarahan;

b. Telah habis retensinya; dan

c. Berketerangan dipermanenkan sesuai JRA.

Pasal 27
Ketentuan mengenai penyerahan arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Bupati Purwakarta.



N

Bagian Keenam

Tertib Pendannnn

Pasal 28

(b pendanaan meliputl program pepne, o
i Slan

gg&ran
. : . kan 1o, .
b organisasi kearsipan, tertih Sumber Arsipay,
tert

d Lo aya lan.y
rertiP i e sar.an.a carsipan, dan to,y; Pengejp.
berdasarERnl “priotitas’ fahunan i i Olaan

c i i ]
;lam menunjang perwujudan tepj, kebi

: . ;
arS]F;lenggara pemerintah daerah, KD Serty
peny
BAB I1I
TAHAPAN PELAKSANAAN
Pasal 29

() Gerakan Budaya Sadar Arsip dilaksap, a

tahapan sebagai berikut : AN mela)y;
a. Persiapan;
p. Pelaksanaan;
c. Evaluasl.
) Tahapan sebagaimana  dimaksyd pada —_—

dilaksanakan oleh LKD.

(3 LKD dapat membentuk Gugus Tugas Ger akan Buday
Sadar Arsip apabila diperlukan.

Pasal 30

Gugus Tugas sebagaimana termaksud dalam Pasa] 29 Ayat (3)
dapat menyusun program dan rencana aksi kegiatan.

BAB IV
GUGUS TUGAS BUDAYA SADAR ARSIP
Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 31
(1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan budaya
sadar arsip dapat dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

—
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edudukan di bawah dan be”anggun .

b(’rk g JaWa
< kepada

gupat

Pasal 32
- mempunyai tugas antara lajp, .
Gugl;ASengkoordinaSikan dan Melakykqy, .
Penyusunan rencana dan prograp, ker; smkmmsa“

a By,
ada LKD dan penyelenggara Petering dayy Sa

a.

Arsip P
Mengkoordinasikan penyusunan Program el
rangka pelaksanaan Budaya Sada; Arsip; S dalap,
Mengkoordinasikan mobilisasj SUmbey e &

daya dalam rangka pelaksanaan By qqy, Sadar a.na dan

; Melaksanakan supervisi, pelaporay 8 ;
pelaksanaan Budaya Sadar Arsip, Valugg;
Bagian Kedyg
Susunan Keanggotaap
Pasal 33
(1) Susunan Anggota Tim Gugus Tugas -
a. Ketua : Kepala Dingg
b. Sekretaris : Sekretaris Dingg
c. Anggota + 1. Pejabat Struktyrg) Bidang
Kearsipan
2. Arsiparis

3. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketya
o) Anggota Tim Gugus Tugas sebagaimang dimaksyg pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

BAB V
PENDANAAN

Pasal 34
Pendanaan bagi pelaksanaan Gerakan Budaya Sadar Arsip
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

|



BARB vy

KETENTUAN PENUTYp,
Pasal 35
peraturan Bupati ini mylgj ber] aky
Pay
giundangkan- Ga ngpy)

o setiap orang dapat mengetahyyip,
o gundangan Peraturan Bupatj j ini den e memen‘n

erita Daerah Kabupat, Nem
dalam B paten PUI'W arta patannya

Ditetapkan di Purw,
pada tangga] & Mﬂi’eg 20,
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